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LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP) SEBAGAI UPAYA

!!  PENINGKATAN PENGENDALIAN INTERNAL DALARI™ " 7]
3 RANGKA MEWUJUDKAN "5
. GOOD GOVERNANCE 2

H.E.Ristandi Suhardjadinata

ABSTRAKSI

Adanya kesepakatan dari Presiden RI dan pimpinan tertinggi Instansi Pemerintah
tentang pentingnya kebutuhan LAKIP sebagai upaya dan merupakan salah satu
bentuk Pengendalian Internal menuju Good Governance, periu adanya bentuk baku
atas LAKIP yang distandarisir secara umum. Banyak faktor yang menghambat
terlaksananya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP), terutama rendahnya
kesadaran untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja dengan baik, disamping belum
efektifnya alat pengukuran dan evaluasi LAKIP tersebut. Dengan disertai adanya
perubahan format akuntabilitas APBN diharapakan dapat lebih meningkatkan
Pengendalian Internal dalam rangka mewujudkan Good Governance.

KATA KUNC! : LAKIP, Good Governance.

I. PENDAHULUAN

Instansi pemerintah yang melaksanakan fungsi dan tugas kenegaraan dan
pemerintahan haruslah dapat menunjukkan adanya peningkatan kinerjanya dari
waktu ke waktu. Terselenggaranya Pemerintahan yang baik merupakan prasyarat
bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai
tujuan serta citacita bangsa yang bemegara. Untuk itu diperlukan sarana
pertanggungjawaban yang dapat meningkatkan pengendalian internal sehingga
pertanggungjawaban dapat lebih tepat, jelas, dan /egitimate, serta
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara
berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggungjawab, serta bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). JEIS" X508 Iy

- Sejalan dengan itu, dan dalam ng pelaksanaan Tap MPR RT Nomor
XIMNPR/1998 tentang penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme sebagai tindak lanjut Tap MPR tersebut, telah diterbitkan pula Inpres
Nomor 7 tahun 1999 tentang ‘Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam
pasal 3 Undang-undang tersebut - dinyatakan bahwa _asas-asas umum
penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas keterbukaan hukum,
asas proporsionalitas; asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.

‘Menurut penjelasapf Undang-undang tersebut, asas akuntabilitas adalah
asas yang menentukan Bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan
penyelenggara riegara (Eselon Il ke atas) harus dapat dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat atau rhkyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai
dengan ketentuan peratu srundang-undangan yang berlaku.

_ Presiden’ berkewajiban mempertanggungjawabkan seluruh kegnatan
pemenntahan éecara periodnk ‘kepada MPR, Pertanggungjawaban Presiden

-
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tersebut merupakan akumulasi dari keseluruhan pelaksanaan tugas-tugas umum
pemerintahan dan pembangunan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah
yang periu disampaikan puia ke DPR atau DPRD. Sebab itu, Inpres Nomor 7/1999
mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara-pemerintahan
negara mulai dari pejabat eselon Il ke atas untuk MMWwabkan
“pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangait panyye!

daya dan kebijakan yang dip kgpadanya berdasarkai
Strateglk yang telah dirumuskan; T B

_- Pertanggungjawaban dlmaT(sud adalah : 1 13 A SR A

Dlsampankan kepada atasan masing-masing, kepada lembaga-lembaga

pengawasan, kepada penilaian yang berkewajiban, dan akhirnya kepada

Presiden selaku kepala pemerintahan.

2. Dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban
yang harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga.

Dari hasil pengalaman selama ini, sejak Indonesia merdeka tahun 1945
sampai sekarang, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan berjalan
dengan tersendat-sendat dalam arti sistem tersebut belum baku dan melembaga
keseluruh instansi pemerintah sehingga terlihat adanya perbedaan untuk setiap unit
organisasi pemerintah baik dalam bentuk laporan akuntabilitas dan kepada siapa
saja laporan akuntabilitas tersebut disampaikan agar unit atau instansi tersebut
dikatakan akuntabel.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dan pembangunan,
masyarakat mengharapkan pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-
sungguh untuk menanggulangi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN); agar tercipta
pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan publlc goods and serwces
sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Good governance merupakan issue yang paling mengemuka dalam
pengelolaan administrasi publik sekarang ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh
masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan
pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan
masyarakat, disamping adanya pengaruh globalisasi. Pola-pola lama
penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang
telah berubah. Tuntutan tersebut merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya
direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan sehingga
terciptanya pengendalian internal menuju kearah penyelenggaraan pemerintahan

ang baik.

yen Menurut Bank Dunia (1992) "Good govenance adalah pelayanan publik
yang efisien, sistem yang handal serta pemerintahan yang akuntabel terhadap
publik”. Dengan demikian pengertian good governance mencakup aspek kehidupan
yang luas mulai dari aspek hukum, politik, ekonomi dan sosial serta terkait erat
dengan tugas pokok dan fungsn lembaga penyelenggara kekuasaan negara baik
eksekutif, legislatif dan yudi Berdasarkan ruang lingkup, pengertian Good
Governance di atas dapat dipifah dalam 3 (tiga) prinsip:

a. Transparansi, yang berarti keterbukaan dalam mana]emen
pemenntahan manajemen lingkungan, ekonomi dan sosial. Dalam hal
ini pengendalian ‘ﬁitamal dapat berjalan atau terselenggara depgan
sendirinya.

b. Partisipasi, yang __berartn . penerapan pengambilan keputusan yang
demokratis serta pengakuan atas HAM, kebebasan -pers, dan
kebebasan mengemukakan pendapat/aspirasi masyarakat.

%mmnaan
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c. Akuntabilitas, sebagai kewajiban melaporkan dan menjawab dari yang
dititipi amanah untuk mempertanggungjawabkan kesuksesan maupun
kegagalan kepada yang menitip amanah, sampai yang memberi
amanah puas dan bila belum ada atau tidak puas dapat kena sanksi.

Agar Good Governance menjadi kenyataan dan sukses, dibutuhkan
komitmen dari semua pihak, pemerintah dan masyarakat untuk dapat berjalan atau
meningkatnya pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan.Oleh
karena itu terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat utama untuk
mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan
negara. Untuk itu, dipadukan pengembangan dan penerapan sistem
pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata melalui terselenggaranya
pengendalian intern sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan
dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasilguna, bersih dan
bertanggungjawab serta bebas dari KKN.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas
manajerial pada tiap tingkatan dalam organisasi yang bertujuan untuk
pelaksanakan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada tiap
klasifikasi bertanggugjawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakan pada
bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan-kegiatan terkendali
(controllable activities) dan kegiatan-kegiatan yang tidak terkendali (uncontrollable
activities). Kegiatan-kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara
nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan
tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan hasilnya dinilai oleh pihak
yang mempunyai kendali tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
kegiatan pengendalian yang dapat berjalan dengan sendirinya merupakan
pengendalian internal.

Berdasarkan hal-hal diatas penulis mencoba menyajikan tulisan
"LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PENGENDALIAN INTERNAL DALAM
RANGKA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE.

Il LANDASAN TEORI
2.1.  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sebelum menjelaskan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara
keseluruhan, terlebih dahulu perlu dikemukakan pengertian Akuntabilitas,
Pengukuran Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
dan Perwujudan Good Governance, yaitu sebagai berikut :

2.1.1. Pengertian dan Defin
Lembaga Administrasi

Pelaporan Akuntabilitas Kine ,

pengertian Akuntabilitas sebagai berikut :
"Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban
atau untuk menjawab dan dan menerangkan kinerja dan tindakan
seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak
yang memiliki hak-atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau
pertanggungjawaban". :
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Tim Studi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPKP dalam
salah satu terbitannya berjudul "Akuntabilitas" (2000:1) mengemukakan definisi
Akuntabilitas sebagai berikut :
"Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagagalan pelaksanaan
misi organisasai dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang
telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang
dilaksanakan secara periodik."

Dari pengertian dan definisi di atas nampak bahwa Akuntabilitas
merupakan suatu kewajiban untuk mewujudkan pertanggungjawaban dalam
pelaksanaan suatu organisasi baik organisasai pemerintah ataupun organisasi
lainnya, yang melaporkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasai dalam
mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.
Pertanggungnjawaban organisasi tersebut harus melalui media yang dilaksanakan
secara periodik yang dalam hal ini telah dibakukan.

Selanjutnya dikemukakan pula bahwa manajemen organisasai dapat
dikatakan sudah akuntabel apabila dalam pelaksanaan kegiatannya telah :
menentukan tujuan (goal) yang tepat, mengembangkan standar yang dibutuhkan
untuk pencapaian tujuan tersebut, secara efektif mempromosikan penerapan
pemakaian standar, dan mengembangkan standar organisasai serta operasi secara
ekonomis dan efisien.

Akuntabilitas pada dasarnya berbeda dengan responsible karena
resposible: - memeriksa (cheking) apakah standar sudah tepat, dan - apabila
standar sudah tepat, segera diimplementasikan. Ini berarti bahwa responsible atau
‘responsibilitas itu berkaitan dengan pelaksanaan—kegiatan,-yaitu-apakah standar
yang dibuat sudah tepat dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, dan apabila
dirasa sudah tepat, manajemen memiliki rsponsibilitas untuk mengimplementasikan
standar-standar tersebut; atau responsibilitas berhubungan dengan kewajiban
melaksanakan wewenang atau amanah yang diterima. Akuntabilitas berkenaan
dengan pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pencapaian misi
organisasi; atau akuntabilitas mempertanggungjawabkan pelaksanaan wewenang
atau amanah tersebut.

Selanjutnya Tim Studi AKIP BPKP (2000,4) mendefinisikan Akuntabilitas
Kinerja sebagai berikut :

"Akuntabilitas kinerja merupakan pertimbangan dalam membuat kebijakan

dan program dan mengukur hasilnya atau hasil dibandingkan dengan

standarnya".

Sistem Akuntabilitas kinerja menyediakan kerangka kerja untuk mengukur
berhasil-tidaknya proses atau beban kerja dan mengorganisasikan informasi
sehingga dapat digunakan secara efektif oleh para pemimpin, pengambil
keputusan, dan manajer program. Sistem ini memberikan informasi kepada
pembuat kebijakan dan manajer program, sehingga mereka dapat mencapai
keberhasilan. Sistem ini juga menyediakan informasi yang berguna bagi penyedla
program, konsumen pelayanan dan publik.

B
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2.1. 2 Pengukuran Kineqa S :

Tim Studi AKIP BPKP dalam salah satu terbitannya berjudul "Pengukuran
Kinerja" (2000,1) mengemukakan mengenal pengeruan Pengukuran Kinerja
sebagai berikut. ;. .. ...

"Pengukuran kmer;a mempakan proses’ pengukuran untuk: . mengetahui
apakah program yang ditetapkan sesuai dengan misinya; melalut penyedtaan
produk, jasa pelayanan atau proses yang dilakukan"..

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasulanlkegagalan
pelaksanaan kegiatan/ program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang
telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemenntah
Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capalan
indikator kinerja. P

Adapun pola pengkuran kinerja digambarkan sebagai berikut :

VISI
l Nilai (Values)
Misl - Lingkungan
. (Environment)
- Faktor Kunci
Keberhasilan
TR (Critical Success
SASARAN
2 Kinerja
L (Performance)
STRATEJI

Sumber Dr. §phmd¢nﬁﬁwl, §H, (2003 : 14), diolah kembali.

Selanjutnya -difekukan evaluasi kinerja dengan cara menghitung nilai
capaian kinerja dari- pelaksanaan kegiatan/program/kebijaksanaan yang telah
ditetapkan. Kemudian, untuk menilai pertanggungujawaban pencapaian tujuan dan
sasaran yang ditetapkan berdasarkan hasil perencanaan strategik masing-masing
instansi pemerintah, dilakukan pula analisis pencapaian kinerja dengan
menginteprestasikan lebilt lanjut hasil pengukuran kinerja yang menggambarkan
keberhasilan/kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan misinya.

Adapun urutan pengukuran dan evaluasi kinerja menurut Tim Studi AKIP
BPKP (200 : 4) adalah sebagai berikut :

A Kerangka Pengukuran Kinerja : a. Penetapan Indikator Kinerja
b. Penetapan Capaian Kinerja
' c. Formulir Pengukuran Kinerja
B. Evaluass Kmer]a menggunkan: a. Formulir Evaluasi Kinerja Kegiatan
b. Formulir Evaluasi Kinerja Program
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c. Formulir Evaluasi Kinerja Kebijaksanaan
C. Membuat Kesimpulan hasil Evaluasi

D. Analisis Pencapaian Akuntabilitas Kinerja

2.1.3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

TSAKIP BPKP dalam salah satu penerbitannya berjudul "Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah" (2000, 1) mengemukakan mengenai
LAKIP sebagai berikut :

"LAKIP adalah media akuntabiltas yang dapat dipakai oleh instansi

pemerintah dalam melaksanakan kewajiban untuk menjawab kepada pihak

lain yang memerlukannya"

Media akuntabilitas yang dibuat secara periodik memuat informasi yang
dibutuhkan oleh pihak yang memberi amanah atau pihak yang memberikan
delegasi wewenang. Melalui media inilah secara formal dapat dilakukan
pertanggungjawaban dan bahan untuk menjawab berbagai permasalahan yang
diminta oleh pihak-pihak yang terkait (stakeholder).

Sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 organisasi
yang berkewajiban menyusun LAKIP adalah unit-unit eselon Il keatas dengan
pertimbangan bahwa LAKIP pada unit-unit itu sudah layak memberikan
akuntabilitas kepada publik. Oleh karena itu mereka harus siap jika sewaktu-waktu
diharuskan untuk menjawab sesuatu permasalahan yang terkait dengan tanggung
jawabnya. Laporan tersebut tidak hanya diperlukan sebagai bahan jawaban kepada
atasannya atau pemberi wewenang, akan tetapi juga kepada publik nantinya sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

21.4. Perwujudan Good Governance.

Dalam tata kehidupan internal, masyarakat Indonesia yang terdiri dari
berbagai lapisan sosial, ekonomi, budaya dan politik semakin besar dambaannya
terhadap peri kehidupan yang berkeadilan dan berkemakmuran. Dambaan ini
tentunya perlu disikapi dan diwujudkan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia
sebagai perwujudan amanah bangsa Indonesia yang tercermin dalam mukadimah
Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena itu, langkah-langkah strategis perlu segera diupayakan untuk
diwujudkan, dan dilanjutkan dengan tindakan-tindakan operasional guna
merealisasikannya. Salah satu langkah strategis yang perlu dan harus
dikembangkan saat ini adalah mewujudkan suatu iklim good governance yang
menurut Dr.Sjahruddin Rasul (2003 : 2-3, diolah kembali) ditandai dengan tiga pilar
elemen dasar yang saling berkaitan satu dengan lainnya, yaitu :

- Transparasi, ialah keterbukaan dalam manajemen pemerintahan,
lingkungan, ekonomi dan sosial,

- Partisipasi, ialah penerapan pengambilan keputusan yang demokratis serta
pengakuan atas HAM, kebebasan pers, dan kebebasan mengemukakan

-.. pengdapat/aspirasi masyafakat.

e i Asuniabilitasx sebagai kewajiban melaporkan dan menjawab dari yang
dititipi:-amanah ‘untuk mempertanggung jawabkan kesuksesan maupun
kegagalan kepada penitipamanah, sampai yang memberi amanah puas
dan bila belum ada atau tidak puas dapat kena sanksi. ’
Tigapilar tersebut telah menjadi agenda yang besar dan penting, tidak saja

bagi mas at ‘ip‘temational namun juga bagi masyarakat Indonesia.

. . 2 g
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2.2.2. Konsep Dasar Pengendalian internal
Arens and Loebbecke (2000; 288) menyampaikan tiga konsep dasar yang-
mendasari pemahaman atas struktur pengendalian internal, yaitu :
"a). Tanggungjawab manajemen.
Manajemen, bukan Auditor, adalah pihak yang harus menetapkan dan
melakukan pengendalian satuan usaha tersebut. Konsep ini konsisten
dengan persyaratan bahwa manajemeniah yang bertanggungjawab dalam
penyajian laporan keuangan: sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku
umum.
b). Keyakinan memadai.
Perusahaan/instansi seharusnya mengembangkan struktur pengendalian
internal yang memberikan keyakinan memadai, dan bukan keyakinan
absolut, bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar.
¢). Keterbatasan Bawaan.
Pengendalian internal tidak pernah dinyatakan efekiif secara sempuma
(completely effective), meskipun disertai kehati-hatian dalam perancangan
dan inplementasinya. Efektivitas pengendalian internal sangat tergantung
pada kompetensi dan ketergantungan erang yang menggunakannya”.

2.2.3. Komponen Pengendalian internal.
Komponen atau unsur-unsur Pengendalian Internal menurut Arens and
Loebbecke (2000; 292-300) ada lima komponen, yaitu :

"a). Lingkungan pengendalian (Control Environment), yaitu tindakan,
kebijakan, dan prosedur yang mencemminkan -sikap manajemen
puncak, direksi, danh pemilik perusahaan terhadap pengendalian dan
arti pentingnya pengendalian.

Lingkungan pengendalian meliputi sub-komponen sebagai berikut

Integritas dan nilai-nilai efika,

Komitmen terhadap:kempetensi,

Partisipasi Dewan Bireksi atau Komite Audit,

Falssafah manajemen dan gaya operasi,

Struktur organisasi,

Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab, dan

Kebijakan dan praktek kepegawaian (human resource).
b). Penetapan risiko oleh manajemen (Risk Assessment).

Penetapan risiko untuk pefaporan keuangan adalah indentifikasi dan

. analisa manajemen atas risiko yang berkaitan dengan penyajian

T laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang beriaku
umum. Asersi manajemen yang harus dipenuhi adalah : eksistensi
atau kejadian, kelengkapan, penilaian atau alokasi, - hak dan
kewajiban, pengujian dan pengharapan.

c). Aktivitas Pengendalige (Confrol Activities).

Kebijakan dan prosedur yang ditetapkan manajemen untuk memenuhi
tujuan pelaporan keuangan. Katagori-katagori aktivitas pengendalian
adalsh : pemisaha Augas yang cukup, otorisasi yang pantas atas
transaksi” dan aktivitas, dokumen dan catatan yang memadai,
peng'enm fisik atas aktiva dan catatan, pengecekan independen

B atas pelaksanaan
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d). Sistem komunikasi dan informasi akuntansi (information and
communication). S F o
Metode yang dipakai untuk mengidentifikasi, menggabungkan,
mengklasifikasikan, mencatat, dan melaporkan transaksi suatu entitas
untuk menjamin akuntabilitas atas aktiva terkait.
Tujuan audit berkait transaksi yang harus dipenuhi adalah : eksistensi,
kelengkapan, akurasi, klasifikasi, tepat waktu, posting dan
pengikhtisaran.
e). Pemantauan (Monitoring).
Merupakan penilaian efektivitas rancangan operasi struktur
= pengendalian internal secara periodik dan terus menerus oleh
manajemen untuk melihat apakah pengendalian telah dilaksanakan
dengan semestinya dan telah diperbaiki sesuai dengan keadaan".
Dalam membahas komponen pengendalian, kiranya perlu disadari
mengenai besarnya (size) perusahaan/instansi. Ukuran besarnya
perusahaanf/instansi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap sifat dari
Pengendalian Internal dan pengendalian khusus yang diterapkan dalam operasi.

Il PEMBAHASAN

Dalam pembahasan ini akan penulis bagi menjadi beberapa sub pembahasan
sesuai dengan yang dikemukakan dalam tujuan penulisan (1.1.3), yaitu sebagai
berikut : s

3.1 Kebutuhan Sistem Pemerintahan akan Akuntabilitas Kinerja merupakan
Salah Satu Bentuk Pengendalian internal.

Sekarang ini pimpinan instansi pemerintah mau tak mau harus berkembang
menjadi menejer profesional. Kompleksitas bidang pekerjaan serta pelayanan
masyarakat telah memperluas tanggungjawab dari manajer profesional. Tugas dari
seorang menejer sangat sukar dan beragam, menejer bersama-sama stafnya harus
bisa membuat Perencanaan Strategik yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran
dari organisasi yang dipimpinnya. Manajer harus dapat menerapkan tujuan,
memikirkan rencana-rencana, mengembangkan organisasi, mengalokasikan
sumber daya, mengarahkan orang-orang, dan mengendalikan kejadian-kejadian
sehingga sasaran dapat dicapai secara efisien, ekonomis dan efektif.

Dengan dimulainya UU No 22 tahun 1999, perihal Otonomi Daerah yang
mengharuskan Pemerintah Daerah baik di tingkat Kabupaten, Kota ataupun tingkat
Propinsi harus dapat mengelola daerahnya masing-masing baik didalam pencarian
dana maupun pemanfaatan dana tersebut. Demikian halnya pemerintah pusat baik
ditingkat Departemen, Menteri Negara maupun Lembaga Pemerintah lainnya harus
bisa mengelola dan mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan di dalam
bentuk laporan Akuntabilitas Kinerja.

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara di Indonesia, UUD
1945 beserta kesiapan rancangan perubahannya agar sejalan dengan
perkembangsh kebutuhan bangsa, dinamika dan tuntunan reformasi dengan tetap
memelihara kesatuan dan”persatuan bangsa serta sesuai dengan jiwa dan
semangat pembukaan UUD 1945. UUD 1945. telah mengatur fungsi lembaga
negara yaitu l@rqbaga tertinggi negara MPR, lembaga-lembaga tinggi negara:
Presiden, DPR, :MA, BPK, dgn DPA. MPR yang anggotanya terdiri dari anggota
DPR, utusan- déerah dan utusan golongan berwenang antara lain memilih dan
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mengangkat Presiden dan Wakil Presiden, menetapkan dan mengubah UUD 1945,
menetapkan GBHN serta meminta laporan pertanggungjawaban Presiden
mengenai pelaksanaan GBHN serta menilai laporan pertanggungjawaban tersebut.
Presiden memegang dan menyelenggarakan kekuasaan eksekutif dalam
pelaksanaan GBHN, dan bersama-sama DPR membuat UU serta mengeluarkan
peratuan pelaksanaan UU. Disamping itu, dibidang kekuasaan kehakiman,
Presiden dapat memberikan grasi, amnesti dan abolisi serta rehabilitasi.

DPR memegang dan menyelenggarakan kekuasaan legislatif, dengan
demikian setiap RUU yang diajukan menjadi UU harus mendapat persetujuan dari
DPR, Mahkamah Agung memegang dan menyelenggarakan kekuasaan
kehakiman, BPK bertugas memeriksa pertanggungjawaban keuangan negara dan
hasil pemeriksaan diajukan ke DPR. Menurut aturan akan dilakukan peningkatan
peran MPR, DPR dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya dengan menegaskan
fungsi, wewenang dan tanggungjawab yang mengacu pada prinsip pemisahan
kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga eksekutif, legislatif,
yudikatif.

Menurut pasal 1 ayat 1 UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara
kesatuan, sehingga wilayah Indonesia dibagi-bagi dalam daerah-daerah. Pasal 18
UUD 1945 dan UU nomor 22 tahun 1999 mengatur tentang Pemerintahan Daerah
sehingga wilayah daerah Indonesia terdiri atas wilayah pemerintah propinsi,
kabupaten dan walikota yang merupakan sub sistem pemerintahan dan kepada
mereka diberikan kewenangan otonomi luas dan nyata (desentralisasi) serta
kewenangan dekonsentrasi untuk pemerintahan propinsi. Menurut UU nomor 22
tahun 1999, DPRD adalah independen dan bukan lagi merupakan bagian dari
pemerintah daerah, berhak memilih dan mengangkat Gubernur, Bupati, dan
Walikota serta wakil-wakiinya. DPRD juga berhak meminta dan menilai
laporan/pertanggungjawabab pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda), dan
menyatakan mosi-mosi tidak percaya. Sesuai Inpres 7 tahun 1999, Presiden telah
menginstruksikan kepada setiap Menteri, Jaksa Agung, Pangab, Kapolri, Gubernur
Bl, Gubernur, Bupati, dan Walikota serta Sekretaris Lemsettina untuk
menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi al
tahun anggaran 2000/2001.

Dengan LAKIP ini diharapkan pengendalian internal dapat lebih meningkat
karena dengan LAKIP dapat digunakan untuk :

a. Menyampaikan informasi tentang

sekarang, dan proyeksi masa depan.

b. Memberikan signal tentang kejadian - kejadian penting, peluang,

permasalahan, ataupun peringatan.

c. Memicu dilakukannya tindakan.

d. Mengkonfirmasi Tindakan

Dari segi manajemen pemerintahan, LAKIP juga berfungsi sebagai :

a. Media akuntabilitas’ (pertanggungjawaban atau pelaksanaan tanggung

gugat atau kewajiban untuk memberikan jawaban).

b. Alat umpan balik pengambilan keputusan bagi manajemen.

3.2 Isi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Media pertanggungjaWsban yang menjadi alat evaluasi oleh pihak yang
memberikan kewenangan untdk menilai kinerja pgjabat ‘pemeﬂnt‘ah harus dibuat
secara tertulis dalam bentuk laporan yang bersifat periadlk Bentuk laporan
diupayakan untuk * sesuai dengan standar yang ditetapkan sebelumnya.
Keseragaman berittk maupun isi laporan harus mengarah kepada pemanfaatan
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laporan untuk keperiuan daya banding antara kinerja suatu instansi pemerintah
dengan instansi pemerintah lainnya. Laporan akuntabilitas tersebut membuat tugas
pokok dan fungsi yang jelas seria kriteria kinerja yang memadai. . -

Laporan Akuntabilitas pada dasamya merupakan refleksi dari pencapaian
sasaran periode tertentu. Sasaran tersebut tidak bersifat -mutually exclusive.
melainkan merupakan bagian pencapaian tujuan dari unit organisasi. Konsep
akuntabilitas. yang -merupakan pengejawantahan ‘pertanggungjawaban memiliki
nuansa pencapaian fujuan - secara -efisien, - efektif dan ekonomis- yarig pada
gilirannya harus sejalan dengan konsep pemeriksaan komprehensif yang
diterapkan sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang menyelurih mengenai
kehematan, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan
pembangunan pada setiap Departemen/Lembaga dan Pemerintah:Daerah.

Laporan Akuntabilitas. Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)} harus
disampaikan oleh instansi-instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Penyusunan laporan harus mengikuti
prinsip-prinsip yang lazim. Suatu laporan harus disusun secarajujur,’ objektif dan
transparan. Di samping itu perld pula - diperhatikan prinsip-prinsip
pertanggungjawaban; pengecualian dan prinsip manfaat.

Selanjutnya periu pula diperhatikan beberapa ciri laporan yang baik seperti
relevan, tepat waktu, dapat dipercaya/diandalkan, mudah dimengerti (jelas), dalam
bentuk yang menarik (tegas dan konsisten, tidak kontradikif atau sebagian),
berdaya-banding tinggi, berdaya segi; lengkap, netral, padat dan ferstandarisasi.
Agar LAKIP dapat lebih berguna sebagai umpan balik bagi pihak-pihak yang
berkepentingan, bentuk dan isinya- diseragamkan tanpa mengabaukan keunikan
masing-masing instansi pemer,mtah Penyeragaman ini palmg tldak dapat
‘mengurangi' perbedaan cara | yang cenderung menjauhkeai menuhal
prasyarat minimal akan informasi yang seharunya dimuat dalam LAKIP
Penyeragaman juga dimaksudkan untuk pelaporan yang bersifat rutin, sehingga
perbandingan atau evaluasi dapat dilakukan secara memadai, LAKIP dapat
dimasukkan dalam katagori laporan rutin, karena paling tidak disusun dan
disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan setahun sekali.

isi LAKIP adalah uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi dalam rangka pencapaian visi ‘dan misi serta penjabarannya yang menjadi
perhatian utama instansi pemerintah. Di samping itu, perlu juga dimasukkan dalam
LAKIP berbagai aspek pendukung yang meliputi uraian pertanggungjawaban
mengenai aspek keuangan, SDM, sarana dan prasarana, metode Kkerja,
pengendalian manajemen, dan kehljakan lain yang. mendukung pelaksanaan tugas
utama instansi.

3.3. Faktor yang Mempengaruhi dan Menghambat Terlaksananya
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Lingkungan yang mempengaruhi akuntabilitas suatu entitas meliputi
lingkungan internal dan eksternal yang merupakan faktor-faktor yang membentuk,
memperkuat, atau memperlemah efektivitas pertanggugjawaban entitas atau
wewenang dan tanggungjawab yang dilimpahkan: kepadanya. Di antara faktor-
faktor yang relevan dengan akuntabilitas instansi pemerintah antara lain:

a. Falsafah dan konstitusi negara.

b. TUJuan dan sasaran pembangunan nasional.

c. 1imu pengetahuan dan teknologi.
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=g ~Id&slogn, Politik, Ekonomi, Sosial BUd4ya, dan Pertahanan Keamanan.
e. Ketentuan - dan- Peraturan - perudang-undangan yang mengatur
akuntabilitas serta-penegakan hukum yang memadai.

i@ f Tingkat keterbukaan (trarisparansi) pengelolaan.
. Bitibmm g, -Sistentimanajemen birokrasi
‘SWadh  Misi, tugas pokok dan fungsi serta program pembangunan. yang

. IR A terkait.
i. Jangkauan pengendalian-dan kompleksitzs program instansi.
~~  Berbagai hal dapat menyebabkan mengapa laporan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah tersebut tidak berjalan dengan baik, di antaranya :
Rendahnya kesadaran tentang akuntabilitas.
Rendahnya standar hidup.
Kemiskinan dan kurangnya motivasi.
Penurunan nilai-nilai moral secara umum.
Kebijakan biarlah berlalu/berlangsung.
Faktor-faktor budaya.
Monopoli pemerintah.
Kelemahan pada sistem akuntansi.
Kurangnya kemauan untuk menerapkan akuntabilitas.
Kerahasiaan birokrasi.
Konflik dalam perspektif dan kaitan instusional yang kurang memada:
Kualitas pejabat/petugas.
. Usangnya teknologi dan sistem surveillance yang tidak memadai.
Peninggalan kolonial. !
- Kelemahan hukum tentang akuntabilitas.
—— 77fpxnsmhngkungan By
gq. Kegagalan untuk mencapal tu;uan organisasi sebagai akibat kesulitan
mensederhanakan pengertian dan komponen-komponen tujuan
tersebut yang tergambar dalam perencanaan strategis organisasi.
r. Garis kewenangan dan tanggungjawab yang tidak jelas mengakibatkan
ketidakjelasan pertanggungjawabar.
ENin 687 Beragamnya kegiatan instansi pemerintah yang memeﬂukan banyak
nsh ¢  macam akuntabilitas.
t. Indikator keberhasilan maupun kegagalan sektor publik yang belum
melsbi  jelas.
midsaia Faktor-faktor tersebut di atas mempengaruhi corak akuntabmtas secara
simultan dan saling terkait satu dengan lainnya, sehingga sulit diurai pengaruhnya
tanpa mengaitkan satu faktor dengan faktor lainnya secara keseluruhan.
Keberagaman misi, tugas pokok dan fungsi, serta kompleksitas program
pembangunan disatu sisi membutuhkan akuntabilitas standar untuk meminimalkan
tidak terfokusnya pelaporan pada aspek akuntabilitas keuangan, manajerial,
manfaat, dan prosedur. 7 ﬁ Al ﬁﬁﬂ
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34. AlattMedia Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Meningkatnya
Pengendalian internal dan Goed Governance

mﬁ Setiap instansi. pemeﬁntﬁ‘ mangm'\dm adanya peningkatan kinerja dari
3hUR Ke tahun, untukmelihat pefkembangan ini dibutshian suatu alat atau media
yang dapat menunjlkkan aﬂ'anya suatu ‘peningkaian. Media mbadalah dengan
membuat Perencanaan Strategis jang memuat Visi, Misi,- Tujuan,

strategi pencapaian“ttjuan dan sasaran {berist kebijakan, pregmn dan aktivitas).
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- Evaluasi kinerja, pada tahapan ini dimulai dengan menghitung capaian
kinerja dari pelaksanaan perkegiatan yang diteruskan dengan
pemberian bobot pada masing-masing kegiatan, program dan
kebijakan. Setelah itu membuat kesimpulan atas nilai yang diperoleh
secara keseluruhan.

3.5 Perkembangan Format Akuntabilitas APBN

Sejak dimulai Pelita | sampai dengan tahun anggaran 1999/2000, APBN
selalu disusun dalam tahun anggaran yaitu periode perhitungan yang dimulai dari 1
April sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya. Tetapi mulai tahun 2000 yang lalu
dilakukan perubahan. Penyusunan APBN tidak lagi didasarkan pada tahun
anggaran melainkan berdasarkan tahun kalender dari 1 Januari sampai dengan 31
Desember tahun yang bersangkutan (kecuali tahun 2000 yang dimulai 1 April 2000
dan berakhir 31 Desember 2000).

Selain periode penyusunan yang berubah, format APBN yang selama ini
berbentuk “T” account atau Skontro yang mirip dengan sistem pembukuan pada
perusahaan yang menggunakan sisi kiri atau debet (penerimaan) dan sisi kanan
untuk kredit (pengeluaran). Mulai tahun 2000 sejalan dengan semangat reformasi
pemerintahan, penyusunan anggaran juga mengalami reformasi yang formatnya
juga mengalami perubahan dari “T” account menjadi Staffe! yaitu disusun dalam
satu lajur dari atas ke bawah. Di samping bentuk formatnya juga materi yang
disgjikan sejak tahun 2000 ini lebih transparan dibandingkan tahun-tahun
sebelumnya (lihat tabel).

Dengan format yang lama berarti bahwa jumlah angka-angka APBN pada
lajur sebelah kiri harus sama dengan jumlah angka-angka sebelah kanan. Inilah
yang diartikan sebagai anggaran berimbang walau selama ini dalam kenyataannya
pengeluaran APBN selalu lebih besar dari penerimaannya (defisit), sehingga
keseimbangan dalam anggaran terjadi karena adanya pos penerimaan
pembangunan yang berfungsi sebagai penyeimbang. Padahal pos ini tidak lain
adalah hutang yang berasal dari luar negeri.

¢ Kebijakan anggaran berimbang yang selama ini dianut, dan telah berjalan
selama bertahun-tahun oleh pemerintah baru dianggap tidak menunjukkan adanya
upaya yang keras untuk mengurangi defisit atau ketergantungan pada utang luar
negeri dan transparansi sebagai upaya untuk pengendalian internal yang memadai.
Ini terlihat dari terus terjadinya defisit dari anggaran dan meningkatnya utang luar

negeri yang digunakan untuk menutup defisit tersebut (external financing).
Pada gilirannya hal ini menyebabkan rasio utang luar negeri terhadap PDB juga
meningkat.

Sementara itu penerapan format baru dalam APBN mengacu kepada
standar internasional. Tujuannya agar transparansi dalam menyusun APBN dapat
ditingkatkan sehingga bila anggaran mengalami defisit akan tampak besarnya
defisit itu dan hal ini juga menunjukkan adanya Pengendalian Internal terhadap
keadaan defisit tersebut, minimal untuk upaya tindak lanjutnya. Dengan demikian
akan lebih mudah menentukan upaya-upaya apa yang harus dilakukan untuk
mengatasi defisit tersebut. Selain.itu dengan standar internasional itu pemantauan
indikator-indikator kunci dalam perbandingannya dengan indikator yang sama di
negara lain, akan lebih mudah dilakukan. Misalnya, rasio defisit anggaran dengan
PDB dan rasio pembiayaan dengan PDB. Hal ini akan memudahkan dilakukannya
analisis yang diperlukan dalam pengelolaan APBN.
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Adanya perubahari: format dalam APBN tersebut ‘secara strukiural juga
mengubah penempatin posépos dalam APBN. Dalam format lama, pos penerimaan
pemerintah - dibedakan -»atas". penerifmaan dalam - negeri dan pemerimaan
pembangunan. Penerimaan dalaf viegen térbagi atas penerimaan-minyak dan gas
bumi (migas) dan penerimaan non migas (pajak dan bukan pajak). Dalam format
baru, pajak penghasilan atas minyak bumi dipisahkan dari pos penerimaan migas.
ini dimaksud agar penerimaan bukan pajak yang berasal dari sumber daya alam
dapat lebih jelas diketahui besarnya, sehingga dapat merupakan pengendalian
terutama atas realisasai anggaran. Jika hasil dari SDA dapat dipisahkan dengan
jelas maka akan mempermudah bagi hasil penerimaan untuk daerah (revenue
sharing). Perubahan-perubahan tersebut dilakukan sebagai antisipasi terhadap
rencana pelaksanaan desentralisasi fiscal. Dengan demikian uapaya terhadap
Pengendalian Internal terutama terhadap penerimaan dan pembagiannya kepada
daerah akan lebih jelas.

Pos pengeluran terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran
pembangunan. Dalam pengeluaran rutin terdapat tiga macam pengeluaran yang
menyerap paling banyak dana dari anggaran rutin. Ketiga macam pengeluaran itu
adalah pembayaran bunga utang, belanja pegawai pusat dan daerah serta subsidi,
baik untuk BBM maupun Non BBM. Jika dalam APBN format lama pembayaran
pokok utang masuk dalam pengeluaran rutin, dalam format baru pembayaran utang
merupakan bagian dari pembiayaan yang bersifat mengurangi jumlah pinjaman
yang diterima. Mengenai pembayaran bunga obligasi dalam rangka restrukturisasi
sama seperti pembayaran bunga pinjaman luar negeri masuk dalam pengeluaran
_rutin._

antisipasi terhadap implementasi dan pelaksanaan desentralisasi fiscal sesuai
dengan UU No. 25/1999, tentang pertimbangan keuangan pusat dan daerah.
Dalam hal ini alokasi anggaran pembangunan yang dikelola daerah ditingkatkan.
Untuk tahun 2000 anggaran pembangunan dalam rupiah yang dikelola pemerintah
pusat hanya 35% sedangkan yang dikelola pemerintah daerah mencapai 65%.
Pengeluaran pembangunan yang dikelola pemerintah pusat akan digunakan untuk
membiayai proyek-proyek sektoral, termasuk dana pendamping untuk proyek- -
proyek pembangunan yang dibiayai dengan pinjaman luar negeri. Sedangkan dana
pembangunan daerah terdiri dari dana pembangunan desa, dana pembangunan
kabupaten, dana pembangunan propinsi, dan JPS (jaring pengaman sosial) serta
dana pengentasan kemiskinan.

Khusus RAPBN 2001 mempunyai arti strategis, karena selain merupakan
rencana pembangunan tahunan (Raperta) yang pertama dari program
pembangunan nasional (Propenas), juga merupakan tahun pertama dari
pelaksanaan desentrallsasu fiskal dan diharapkan lebih meningkatnya Pengendalian
Internal atas pelaksanaan 'APBN.

Dari uraian diatas, dengan adanya perubahan format APBN dan
keharusan Instansi Pemerintah membuat LAKIP, diharapkan akan dapat terwujud
Good Governannce. Namun demikian sampai pelaksanaan APBN tahun 2004
belum ada suatu studi ataupun audit yang menyatakan telah terwujudnya Good
Governance dalam penyelenggaraan APBN dan LAKIP tersebut, sebaliknya suara-
suara yang terdengar masih bernada memuncaknya KKN dalam penyelenggaraan
pemerintahan. .
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IV. KESIMPULAN :

Sesuai dengan pembahasan yang telah dilakukan pada Bab Il di muka
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai upaya
peningkatan Pengendalian Internal dalam rangka mewujudkan pemerintahan
yang baik (good governance) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Adanya kesepakatan dari Presiden dan Pimpinan Tertinggi Instansi
Pemerintah tentang pentingnya kebutuhan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah (AKIP) sebagai upaya dan merupakan salah satu bentuk
peningkatan pengendalian internal.

2. Belum adanya bentuk yang baku atas Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah walaupun telah ada petunjuk dari Lembaga
Administrasi Negara (LAN) RI, karena itu perlu kesepakatan agar
bentuk AKIP dapat distandarisir secara umum.

3. Banyaknya faktor yang menghambat terlaksananya akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah, di antaranya rendahnya kesadaran untuk
melaksanakan AKIP dengan baik.

4. Belum efektifnya alat pengukuran dan evaluasi kinerja untuk
mengetahui upaya peningkatan Pengendalian Internal dalam rangka
mewujudkan Good Governance, antara lain karena ::

- Belum semua pimpinan instansi pemerintah mempunyai visi dan misi
instansi yang dipimpinnya.
- Belum semua pimpinan dan staf mengerti dan dapat membuat LAKIP.
-Peraturan pemerintah yang ada belum kuat untuk mendorong
retulagaeg- terlaksananya Sistem AKIP. !
- w15 “Adanya perubahan format akuntabilitas APBN diharapakan dapat!
gt meningkatkan Pengendalian Internal dalam rangka mewujudkan Good*

_ n pelaksanaan APBN tahun 2004 belum ada suatu studi

o »ataupun audit yang menyatakan telah terwujudnya Good Govemancs,

ooy dalam penyelenggaraan APBN dan LAKIP tersebut, sebaliknya suara-/

P2A sysusuara yang terdengar masih bernada memuncaknya KKN dalamy
penyelenggaraan pemerintahan.
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LAMPIRAN |
Format APBN Lama
| Penerimaan Pengeluaran
A. Penerimaan DalamNegeri ~— | ~ |A. Pengeluaranmutm — — — — — | — — —
I.  Penerimaan Migas L. Belanja pegawai
1. Minyak Bumi 1. Gaiji dan Pensiun
2. Gas Alam 2. Tunjangan beras
3. Uang muka dan lauk pauk
Il. Penerimaan diluar Migas 4. Lain-lain belanja DN
1. Pajak penghasilan 5. Belanja peg. LN
2. PPN Il Belanja Barang
3. Beamasuk 1. Belanja barang DN
4. Cukai 2. Belanja barang LN
5. Pajak Ekspor 1l Subsidi daerah otonom
6. PBB 1. Belanja pegawai
7. Pajak lainnya 2. Belanja non pegawai
8. Penerimaan bukan pajak V. Bunga dan cicilan hutang
9. Laba bersih minyak 1. Hutang DN
2. Hutang LN
B. Penerimaan Pembangunan V. Pengeluaran rutin lainnya
. Bantuan Program ¥ - 1. Subsidi BBM
Il Bantuan Proyek 2. Lain-lain
VL Pengeluaran Pembangunan
1. Pembiayaan rupiah
- A 2. Bantuan Proyek
Jumiah i Jumlah X

Sumber : APBN 1999/2000, diolah kembali.
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Format APBN Baru

‘

LAMPIRAN I

A. Pendapatan Negara dan hibah
|.Penerimaan dalam negeri
1.Penerimaan perpajakan
- a.Pajak dalam negeri
(1).Pajak penghasilan
- Non migas
- Migas
. T92).PPN
WY @¥(3).PBB dan BPHTH
’ ¥4).Cukai
(5).Pajak lainnya
b.Pajak perdagangan
internasional
(1).Bea masuk
rizned &(2).Pajak/pungutan ekspor
2.Penerimaan negara bukan
- 8( pajak
_ .. aPenerimaan sumber daya
X ) alam
(1).Migas
(2).SDA lainnya
a.Bagian pemerintah
atas laba BUMN
b.PNBN lainnya

. Hibah ——

Jumlah.

B. Belanja negara
|.Anggaran Belanja Pemerintah
Pusat
1.Pengeluaran rutin
a.Belanja pegawai
b.Belanja barang
c.Belanja rutin daerah
d.Pembayaran bunga utang
(1).utang dalam negeri
(2).utang luar negeri
e.Subsidi
(1).Subsidi BBM
(2).Subsidi non BBM
f.pengeluaran rutin lainnya
2.Pengeluaran pembangunan
a.Pembiayaan
pembangunan rupiah
(1).anggaran yang
dikelola daerah
(2).anggaran
dikelola
pusat
b.pembiayaan proyek
Il.Dana perimbangan
1. Dana bagi hasil

yang
instansi

4——F — 2. Danaalokasiumum |

3. Dana alokasi khusus

C. Keseimbangan primer
D. Surplus/Defisit Anggaran (A-B)

E. Pembiayaan bersih
|.Pembiayaan dalam negeri
1.Perbankan dalam negeri
2.Non perbankan dalam negeri
a.Privatisasi
b.Penjualan asset program
restrukrisasi perbankan
II.Pembiayaan luar negeri bersih
1.Penarikan pinjaman luar
negeri (bruto)
a.Pinjaman program
b.Pinjaman proyek
2.Pembayaran cicilan pokok
utang LN (amortisasi)
Jumlah

Sumber : APBN 2003, diolah kembali.
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